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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama
dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sleman, ........... , agama
Islam, pekerjaan .............. , Pendidikan .............. ,
tempat kediaman di ... . Ngemplak,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai Penggugat;

melawan
Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bantul, ............. , agama
Islam, pekerjaan ................ , Pendidikan ................. ,
tempat kediaman di .............coociniinnn , Ngemplak,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi, dan memeriksa

bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor
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1694/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/31/VI1/2001,
tertanggal 14 Juli 2001. Pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat selama 21 tahun dan sudah di karuniai 3 anak

yang bernama:

Q) e , lahir di Sleman, 11 Mei 2002 usia 22 tahun;
b) ... , lahir di Sleman, 11 November 2014 usia 9 tahun;
(o) [ , lahir di Sleman 6 Oktober 2022 usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak Sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
a) Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugatu bekerja hanya untuk
dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa
Penggugat bekerja sendiri;
b) Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah jujur
mengenai penghasilan yang didapat kepada Penggugat;
C) Bahwa sejak bulan Juni 2002, Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama selama 7 bulan, ketika pulang Penggugat
menanyakan kepada Tergugat darimana, tetapi Tergugat menjawab
dengan nada marah-marah;
d) Bahwa sejak bulan November 2014 ketika Penggugat melahirkan
anak kedua, Tergugat pergi kembali meninggalkan rumah kediaman
bersama selama 1 tahun, ketika pulang Penggugat menanyakan kepada
Tergugat darimana, tetapi Tergugat menjawab dengan nada marah-

marah;
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e) Bahwa setiap Penggugat memberikan makanan selalu dimarahi

oleh Tergugat, dan setiap memberikan kebutuhan pokok seperti beras,

selalu disembunyikan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

f) Bahwa Tergugat seringkali bepergian tanpa alasan yang jelas

hingga satu hari dan apabila ditanya selalu beralasan bekerja;

o)) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah 2 (dua) kali

dimediasi oleh Bapak RT dan RW akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran,
perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat,
puncaknya sejak bulan September 2022, Tergugat meninggalkan rumah
kediaman bersama dan sekarang tinggal di (Mebel Putra Jati/Erik Prasetyo)
Dusun Rejosari, Wonosari, RT 004 RW 018, Kalurahan Wedomartani,
Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman yang masih satu wilayah dengan
Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang
bernama Verdiyan Saputra bin Miskamto, lahir di Sleman, 11 November
2014, dan Gista Friska Octaviona binti Miskamto, lahir di Sleman 6 Oktober
2022, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini
dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Sleman, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
yang bernama:

a) Nama Anak, lahir di Sleman, ... November 2014;

b) Nama Anak, lahir di Sleman ... Oktober 2022;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 28 November 2024, Nomor
1694/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 12 Desember 2024, dan Nomor
1694/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
datangnya Tergugat ke persidangan bukan disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Penggugat
(Penggugat) Nomor .................. tanggal 23 Agustus 2022, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua
Majelis memberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA ........ Kabupaten
Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor ........ tanggal 14 Juli 2001, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua
Majelis memberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ............. , yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Nomor ................. tanggal 05 Februari 2015, yang
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua
Majelis memberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..............., yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor
...................... tanggal 08 Nopember 2022, yang bermaterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda
(P.4).

B.
Saksi:

1. umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan .......... , tempat

kediaman di ..........ccccoieinnn. , Kapanewon Ngemplak, Kabupaten

Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya
adalah sebagai tetangga Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak bernama ................. usia 22 tahun, ............... usia 9
tahun, dan .................... ;

- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh
Penggugat ;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik
dan harmonis, namun sejak awal menikah mulai sering berselisih
dan bertengkar;

- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat juga sering pergi tanpa alasan ;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
dalam satu rumah lagi;

- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama 2
(dua) tahun;

- Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka
tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah
menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

- Penggugat mengasuh dan merawat anak mereka dengan
baik dan tidak menelantarkan nya serta memberikan pendidikan
yang baik;

- saya belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- saya sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak
berhasil;
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2. ,oumur L. tahun, Agama Islam, pekerjaan
............ , tempat tinggal di ........................, Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara
sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Ya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh
oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal menikah mulai
sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk
memenuhi kebutuhan, Tergugat juga sering pergi tanpa alasan
dan pulang dengan marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
bersama dalam satu rumah lagi, sejak September 2022;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat,
selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah
mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak

pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
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- Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak mereka
dengan baik dan tidak menelantarkan nya serta memberikan
pendidikan yang baik;

- saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebanyak 3 kali;

- Bahwa Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat
sebatas percekcokan mulut saja;

- saya dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa
antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah
sah menikah menurut tuntunan hukum agama Islam dan telah dicatatkan
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak

dalam perkara ini (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya
yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
1235Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 28 November 2024, 1235Pdt.G/2024/PA.Smn
Tanggal 12 Desember 2024, dan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20
Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil ke
alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat yang telah dilaksanakan sesuai
Pasal 17 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan
terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara
resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan bukan
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di
persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana
dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara
elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara
Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah
berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membangun

komunikasi dengan tergugat secara baik-baik agar dapat terjalinnya kembali
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hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh
karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

Penggugatannya;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pangujan Cerai Gugat
sebagaimana yang telah disampaikan Penggungat dalam Surat Gugatannya
adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat berpisah rumah sejak
Bulan September 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat
dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), namun karena
perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus
yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat

wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena

perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penggugat tetap
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dibebankan Kewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 163 HIR jo.
Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat yang telah diberikan tanda P.1 sampai dengan P.4 dan

2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan
............. tanggal 23 Agustus 2022, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan
telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukan bahwa Penggugat
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan
Akta Kelahiran atas nama ......cccooeee , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-LT-
05022015-0077 tanggal 05 Februari 2015, yang telah bermeterai cukup,
dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukan bahwa
anak yang bernama ................ adalah anak dari perkawinan yang sah antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan

Akta Kelahiran atas nama ... , yang dikeluarkan oleh Pejabat
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Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-LU-08112022-0029 tanggal
08 Nopember 2022, yang bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menunjukan bahwa anak yang bernama .........c...

adalah anak dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah
dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-
undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugta menikah pada 14 Juli 2001;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan percekcokan;

4. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang
terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada
Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami
telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa, harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan
sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas
mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun
suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam
firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

0,810 Ja55 Gl 00680 151501 0ol 1,2 1,57 15 00T Mai! 1o
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21);

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun
2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang
bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata
kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian
salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka
mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari

manfaat yang akan dicapai;
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Bahwa, dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga
dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah
pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah
pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa
kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun
istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Bagarah
ayat 231 yang menyatakan:

50405 00ys5 0 09300 151500 & 055l Vs
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Artinya: “..Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai
istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan

demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Bagarah: 231);

Bahwa, Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan
perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin
dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu
ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut
hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami
dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah
tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu
diduga kuat dapat mendatangkan mudharat atau mafsadat yang lebih besar
dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam
(maqéshid al-syari’ah), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan
timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan
kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi
antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian,
Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya
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fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah
rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak sehingga telah terdapat

alasan untuk bercerai;

Bahwa, pisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2
tahun tersebut telah memenuhi ketentuan formil dari SEMA Nomor 3 Tahun
2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah
pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-
anak yang bernama:

- ) [ , umur 10 Tahun;

D) o, , umur 2 tahun;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk
mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.
sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H.
Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025
Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim,
S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Marwoto, S.H., M.S.1.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1 PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Rp 10.000,00
Penggugat
c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
d. Redaksi : Rp 10.000,00
2  Proses : Rp 125.000,00
3 Panggilan : Rp 60.000,00
4  Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 255.000,00
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